RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KRAMAT JATI

Rumah Sehat

untuk Jakarta
RSUD Kramat Jati

STANDAROPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

LAYANAN INFORMASI| KEPADA PUBLIK OLEH PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) RSUD KRAMAT JATI



JAVA

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KRAMAT JATI

Nomor SOP 259D lcT /510 /060 /0ol

1¢ AQuihy 1o

Tanggal Pembuatan

Tanggal Revisi

Tanggal Pengesahan

Kepala Bagian Administrasi Umum Dan Keuangan

Disahkan oleh

Pengelola Dokumen Dan Informasi
Hukum/Kehumasan

Layanan Informasi Kepada Publik
oleh Pejabat Pengelola Informasi Dan
Dokumentasi (PPID) RSUD Kramat
Jati

Judul SOP

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik;

2.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik;

4.Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008
tentang Keterbukaan Informasi Publik;

5. Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun
2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;

6. Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun
2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi

Daalelil

7. Peraturan Gubernur Nomor 175 Tahun 2016 tentang
Layanan Informasi Publik;

8. Keputusan Direktur RSUD Kramat Jati Nomor 316
Tahun 2022 Tentang Pejabat Pengelola Informasi Dan
Dokumentasi (PPID) Pada Rumah Sakit Umum Daerah
Kramat Jati.

1. Minimal Sarjana Hukum/ Kehumasan

2. Mengikuti Pelatihan PPID, Kehumasan, Gratifikasi dan
Korupsi.

3. Menguasai Teknologi dan Komputer

Keterkaitan

Peralatan/Perlengkapan

Seluruh Unit dan Pegawai RSUD Kramat Jati

1. Komputer
2. Meja kerja
3. Lemari Penyimpanan

Peringatan

Pencatatan dan Pendataan

bisa menyebabkan dispute bila informasi yang diminta
tidak sesuai atau tidak diberikan sesuai jangka waktu
yang ditetapkan.

dilakukan pelaporan, monitoring dan evaluasi berdasarkan
jenis informasi publik oleh Pengolah dokumen dan informasi
hukum.




Prosedur Layanan Informasi Kepada Publik oleh Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) RSUD Kramat Jati

dapat melalui mekanisme surat permohonan sebagai berikut :

a |mengisi formulir permohonan/surat permohonan
g pe P Formulir/surat
permohonan
memuat data diri
dan alasan
permohonan data
b |melampirkan KTP, bila atas nama lembaga/ organisasi maka KTP
Pimpinan lembaga/organisasi tersebut KTP
c |bagi lembagalorganisasi, wajib menyertakan akta notaris/ surat

keputusan pembentukan lembaga/organisasi

Akte Notaris

" Pelaksana Mutu Baku
No. Kegiatan
s Kelengkapan Waktu Qutput Beterangan
1 |PPID RSUD Kramat Jati bertugas : -
i membantu PPID Provinsi dalam pelayanan informasi publik dan
dokumentasi;
b |menjamin tertib administrasi pengelolaan layanan informasi publik;
4 efektivitas dan penyeragaman pemberian layanan informasi publik
agar menghasilkan layanan informasi yang berkualitas;
d Menentukan jenis informasi yang wajib disediakan dan diumumkan
serta informasi yang dikecualikan;
PPID RSUD Kramat Jati dibantu oleh Bidang/ Subbidang/
o Bagian/Subbagian/Seksi lain yang memliki tugas dalam pengelolaan
informasi, dokumentasi dan arsip atau pelayanan informasi yang
dibutuhkan
2 |dalam hal pemberian informasi maupun terdapat surat permohonan baik
dari pemohon maupun dari PPID SKPD/UKPD untuk ditindaklanjuti dengan
pelaporan, pencatatan dan/atau dengan jawaban atas surat permohonanan
terhadap informasi sebagai berikut :
a |informasi yang wajib disediakan dan diumumkan baik berkala, serta
merta dan tersedia setiap saat.
b |informasi yang dikecualikan
¢ |memberikan layanan informasi kepada publik;
d |menyediakan informasi dan dokumentasi untuk di akses oleh
pemohon informasi publik;
e |melakukan inventarisasi informasi yang dikecualikan untuk
selanjutnya dilakukan uji konsekuensi;
3 |dalam hal permohonan informasi publik selain informasi yang dikecualikan




PPID RSUD Kramat Jati bertugas

a

melakukan verikasi bahan informasi publik

b

melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi;

c

mengkordinasikan pelayanan informasi publik pada SKPD/UKPD
dan/atau pejabat fungsional yang menjadi cakupan kerjannya;

menetapkan/menentukan suatu informasi publik dapat diakses publik
atau tidak berdasarkan pengujian tentang konsekuensi;

menolak permohonan informasi publik secara tertulis apabila
informasi  publik yang dimohon termasuk informasi yang
dikecualikan/rahasia dengan disertai alasan serta pemberitahuan
tentang hak dan tata cara bagi pemohon informasi publik untuk
mengajukan keberatan atas penolakan tersebut;

membuat, memelihara dan/atau memutakhirkan daftar informasi
publik secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.

1 (satu)
bulan

meminta dan memperoleh informasi dari unit kerja/lkomponen/satuan
kerja yang menjadi cakupan kerjanya.

dalam hal informasi publik yang diminta tidak dikuasai oleh PPID
RSUD Kramat Jati maka dapat menjawab dan menyarankan agar
pemohon mengajukan ke PPID pada SKPD/UKPD lain yang terkait
dengan informasi yang dibutuhkan sesuai dengan tugas dan
fungsinya.

hasil keputusan dikirimkan, diberitahukan kepada pemohon kemudian
didokumentasikan dan dicatat

dalam hal PPID belum bisa memutuskan maka memberitahukan
perpanjangan waktu pemberitahuan tertulis beserta alasanya dengan
perpanjangan waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja

7 (tujuh)
hari

Dalam Hal Pemohon Informasi publik mengajukan keberatan dengan
alasan terdapat penolakan atas permohonan informasi publik, tidak
disediakannya informasi berkala, tidak ditanggapinya permohonanan
informasi publik, permohonan informasi publik ditanggapi tidak sesuai
dengan yang diminta, tidak terpenuhinya permohonan informasi publik,
pengenaan biaya yang tidak wajar, dan/atau penyampaian informasi publik
melebihi waktu dari 7 (tujuh) hari kerja. maka berlaku sebagai berikut:

7 (tujuh)
hari

a.

atasan PPID memberikan surat tanggapan kepada pemohon
informasi publik yang mengajukan keberatan paling lambat 30 (tiga
puluh) hari sejak dicatatnya pengajuan keberatan dalam register
keberatan.

30 (tiga
puluh) hari

dalam hal pemohon informasi publik tidak puas terhadap tanggapan
atas keberatan dari atasan PPID maka diberikan waktu 14 (empat
belas) hari kerja dapat mengajukan permohonan sengketa informasi
publik kepada komisi informasi

o
|

14 (empat
belas) hari




dokumen digandakan untuk dilaporkan ke PPID Suku Dinas
Kesehatan Jakarta Timur, dan PPID Dinas Kesehatan dan instansi
terkait jika diperlukan.

dokumen

diarsipkan oleh Pengelola administrasi dan dokumentasi hukum

h-{-!_

arsip

data dan file digital disimpan dengan baik

arsip




SIMBOL FLOWCHARTS DALAM
SOP ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
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Terminator

Proses

Pengambilan Keputusan

Dokumen

Penggandaan Dokumen

Arsip Manual

File

Konektor

Konektor

Garis Alir

Simbol Ini digunakan untuk menggambarkan
awal/mulai dan akhir suatu bagian alur

Simbol ini digunakan untuk untuk
menggambarkan proses pelaksanaan kegiatan

Simbol ini digunakan untuk menggambarkan
keputusan yang harus dibuat dalam proses
pelaksanaan kegiatan

Simbol ini digunakan untuk menggambarkan
semua jenis dokumen sebagai bukti pelaksanaan
kegiatan

Simbol ini digunakan untuk menggambarkan
penggandaan dari semua jenis dokumen

Menggambarkan Semua Jenis Pengarsipan
Dokumen Dalam Bentuk Kertas

Simbol ini digunakan untuk menggambarkan
semua jenis penyimpanan dalam bentuk data/file

Simbol ini digunakan untuk menggambarkan
perpindahan aktivitas dalam satu halaman

Simbol ini digunakan untuk menggambarkan
perpindahan aktivitas dalam halaman yang
berbeda

Simbol ini digunakan untuk menggambarkan arah
proses pelaksanaan kegiatan



